
Mengirryat

BUPATI MUSI RAUIAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEIITUKAN BADAN USAHA MIUK DAERAH

PERSEROAN TERBATAS MUSI RAWAS SEMPURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badart Usaha Milik Daerah pedu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha

Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempuma.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan

Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 182U;

Undang-Uodang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (IJmbaran Negara Republik

Indonesia Tahutr, 2OO7 Nomor 106, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (I,€mba.l.an Negara Republik

Indonesia Tahun 2o14 Nor or 224, Tambahan

Imbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa l(ali terkhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan I(edua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 t€ntang

Badan Usaha Milik Daerah (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3O5,

Tambaian Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lEmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan

Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 7O0).
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4.

5.

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIL,AN RAKYAT DAEMH

KAEUPATEN MUSI RAIITAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TEMANG PEMBENTUKAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MUSI RAWAS

SEMPURNA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. tkbupaten adalah l(abuPaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Penrerintah Kabupeten

7.

Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati l(abupaten Musi Rawao.

Dewan Perwakilan Rakyat Dserah yang sclanjutnya

disingkat DPRD adalah tembega Perwakilan ral(yat

daerah sebagai rursur perryelengara Pcmerintah Daerah

lkbupaten Musi Rswas.

Anggrart Fendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya dbingkat APBD adalah APtsD Kabupatcn

Musi Rawas.

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah l(abupatcn

baik berupa uang maupun aset lainnya..

Penyertaan Modaf Daerah adalah pcnempatan

dan/atau penanaman dana dsn/atau pemisahaan

kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau bararrg

yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh

Femerintah Kabupaten'

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

BUMD adalah badan usaha yang berbentuk perseman

terbataE yang seluruh dan/atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh lkbupaten.

Perusahaan Perseroan Daerah Muai Rawas Sempuraa

yarlg sclanjutnya disinglrat PT' Mura Sempurna

(perscroda) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh

Pemerintah Ksbupaten.

Organ PerEeroan adalah Rapat Umr.m Pem€gang

Saham, Dewan Ibmisaris dan Direksi.

5.

8.

9.

10.
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11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnlra

disingkat RUPS} ada.lah Organ Perseroan yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dal memegang

sega.la wewenang yalg tidak diserahkan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditcntukan

oleh Anggaran Dasar dan/atau r.rndang-undang tentang

Ircrseroan.

12. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.

13. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

15. Pihak Ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha

dan/atau perorangan yang berada dalam di luar

organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN,

BUMD milik Daerah lain, usaha Koperasi, usaha swasta

nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk

pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam

rangka penyehatan BUMD yang merupalan salah satu

langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal

perusahaan guna memperbaiki kinerja dan

meningkatlan nilai perusahaan.

17. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah,

baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain

dalam rangka meningkattan kinerja dan nilai

perusahaan, memperbesar maafaat bagi negara dan

masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh

masyarakat.
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18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang

dilakukan oleh satu Perseroan etau lebih untuk

menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah

ada yang mengakibatlan aktiva dan pa.siva dari

Perseroan yang menggabungkan diri beralih karcna

hukum kepada Perseroan yang menerima

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum

Perseroan yang menggabungkan did berakht karena

hukum.

Peleburan adatah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh dua Ferseroan atau lebih untuk meleburkan diri

dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang

karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari

Perseroan yang meleburkan diri dan status badan

hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena

hukum.

Peagambilalihan adalah perbuatan hukum yang

dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorang.rn

untuk mengambil alih saham Pers€roan yarlg

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan

tersebut-

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh Perseroan untuk memisalkan usaha yang

mengakibatJ<an seluruh aktiva dan pasiva Perreroan

beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih

atau sebagial aktiva dan pasiva Perseroan beralih

karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Ferseroan yang

diberi nama Pt. Mura Sempurna (Perseroda)'

lg.

20.

21.
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(21

(3)

Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

merupakan badan usaha bentuk hukum milik

Pemerintah Kabupaten yang sekaligrrs sebagai salah

sattr pcndiri Perscroan yang menjadi pemegang saham

ma3roritas.

Perseman didiriksn dengan akta pendirian yang dibuat

oleh Notaris dengan mengunal€n bahasa lndonesia

dEl .lilakrrkF"l sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undanggn.

Pasal 3

Tempat kedudukan dsn Kantor Pusat PT' Mura

Sempuma (Perseroda) berada di Ibukota Kabupetcn'

P€rseroatr dapat membentuk anak perusahaan'

membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu'

kantor pcrwakilan, dan/atau kantor unit usaha di

daerah lain.

Ketentuan lebih ta4iut mengenai nama dsn tempat

kedudukan kantor cabang Ferscroan ditetapkan d'alam

Anggaran Dasar.

Pasal 4

(U Pembentukan Perseroan scbag8imana dimaksud Pasaf 2

ayat (l) dimaksudkan sebagal

a. upaya mewujudkan visi dan misi dan mendorong

program yang telah terhrang dalam Renca'a

Pembangunan Jangla Menengah Kabupat€ri agar

dapat diimplementasikan sesuaia sasaran/talget

yang tel,ah ditetapkan; dan

b. perantara rnesulmYa investor regional dan nasional

dalam kerjasama usaha yang berdampak pada

peningkatan perekonomian dan keecjahteraan

masyankat.

(2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah :

(1)

(2)

(E



b.

c.

mempecqrat peningkatan daya saing ekonomi dan

kesejahteraan soaial masyarakat ecsuai visi dan misi

PeEerintah Kabupaten;

membantu pelaksanaan kebiiakan pcmerintah di

bidang elonomi dan pembangunan daerah, melalui

paryediaan al(tifitas usaha Foduk bamng dan jasa

yang memiliki nilai ekonomi;

mensgafi potensi kekayaan Ifubupaten unuk

meningkat&an psndapatan asli daerah;

mcnjadi perintis Legiatan dan usaha yang kurang

diminati perusahaan swaeta lokal dan nasional; dan

mendorong peran serta masyarakat dalam bidang

usaha dan turut berpartisipsi dalam meningkBtkan

kescmpa.tan lapa.ngan kerja-

e.

BAB III

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Unhrk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasaf 4, Perscroan melal6analGn jenis kegiatan usaha

sebagBi berikuc

a. pertanian, Petemakan, Ferl(ebunan dan Perikanafli

b. industripenSolahan;

c, migas;

d. bangunan/kontruksi;

e. perdagangan;

f. keuangan, pcrsewaan darl jasa perusahaan, antara lain:

1. Benk Perkreditan Rakyat (BPR);

2. jasa pengelolaan, pemeliharaandan persewaan

pemanfaatan asset;

3. jasa konsuttan (manajemen dan kontruksi);

4. koperaai serba usaha (ksuh

g, jasa-jasa antara lain : jasa pariwisata; dan

h. usaha lainnya sctrain butir a sampai denga[ g.



(1)

BAB IV

MITRA KER.'ASAMA

Pasal 6

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha,

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihak

ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kerjasama operasional j.ang dituangkan dalam bentuk

nota kesepahaman.

Untuk dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB V

HUBUNGAN KERJA PEMERIMAH KABUPATEN DENGAN

PERSEROAN

Pasal 7

(U Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga

Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) untuk dipatuhi

dan dilaksanakan oleh Perseroan.

(2) Da-lam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar

Harga Komoditi dan Jasa Minimal (SHKTM) sebagai

kewqiiban meningkatkan daya beli masyarakat dan

pelayanan jasa dalam mewujudkan aspek sosial

masyarakat terpenuhi dengan harga dan/atau tarif

ekonomi, Perseroan berhak menerima subsidi untuk
pelal<sanaan kewajiban pelayanaa tersebut dengan

ketentuan pemberian subsidi diatur dalam kontrak

berbasis kinerja.

(3) Kontrak berbasis kinerja untuk penyaluran subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara

Pemerintah Kabupaten dan Perseroan sesuai

ketontuan Peraturan Perundang-undangan.

(21

(3)
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(4)

(s)

(6)

Pemerintah Kabupatcn wajib mernastikan penyediaan

subsidi untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana

dimakeud pada ayat (2) melalui penetapan Standsr

Harga Komoditi dan Jasa Minimal {SHKJM) dalam

APBD dibayarkan kepada Ferscroan sesuai ketentuan

dalam kontrak berbasis kinerja.

Dalam rangka penyelenggaraan Standar Harga

Itumoditi dan Jasa Minimal (SHzuM), Pemerintah

Ikbupatcn memberikan izin-izin kepada Perscroan

aeauai wewenang yang diberif(an kepadanya

berdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan.

IGtrntuan lebih lanjut mengenai Standar Harga

Komoditi dan Jasa Mintnal (sHKrM) scbaggirDana

dimaksud pada ryat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BABVI

MODAL DAN SAIIAM

Pasal 8

(1) Sumber Modal Perseroan terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumher modal lainnya, meliputi:

1. kapitafisasicadangsn;

2. keuntungafl revaluasi as8€t; dan

(21

(3)

3. agio saham.

Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (r)

rnerupa.kan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam hal Perscrpan membutuhkan tsmbahan modal

berupa pinjaman scbagaimana dimak8ud pada ayat (l)
huruf b, harus mendapat per€etujuafl terlcbh dahulu

dari Dewan Komiseris mel,alui kcputusan RUPS.

Modal dassr Ferscroan brdiri dari seluruh nitrai nominal

saham.

(4)
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(U

(2t

(51 Ketcnhran mcngerrai permodalan Fcrscrmn diatur

tlalam Anggaran Dasar tcrmasuk ketentuan mengenai

modal dasar, pcrubahan modal, modal yang

ditsmpatkan dan/atau disetor sesuai dengan ketcntuan

dan peratuan Ferundang-undangan.

Pasal 9

Modal dasar Ferseman untuk pertama Lali diEtapkan

sebesar Rp.rto.o@.0@.00o,0o (empat puluh milyaf

rupiah).

Dari Bejustlah modal sebagairnana dimaksud pads rvat
(U pemenuhan jumlah modal yang ditempatkan

dan/atau moda.l dis€tor disesuaikan demgan

Pemerintah lGbupeten scrta

ketentuan dan Feratumn Pcrundang-undangan yang

berlaku.

Dari modal dasar Ferscroan scbagaimana dirnaksud

pada ayat (U, terdiri dari :

a. modal ditempatJ<an dan disetor pqda awal pendirian

dsri Fen€rintah Ibbupaten sebesar

Rp. f 0.O@.O0O.0@,OO (sepuluh milyar rupiah); dan

b. koperasi Karyawan/PNs Femerint h lhbupaten

dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

sebcsar Rp. 4OO.OOO,0OO,0O (empat ratus juta

rupialr.

Pasal 10

(1) Ferubahan terhad€p modal Ferseroan sebagaimana

di'iaksud dalam h8al 9 ayat (2) dapat b€rupa:

a. penambahan modal; atau

b. pengurangan modal.

(31
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(21

(3)

(4)

(sl

(1)

l2l

Fenambahan modal Ferseroan Pemerintah Ihbupat€n

dan/atau koperasi karya*an/PNS dan/atau Badan

Usaha Milik Swasta (BUMS), sebagaimana dimaksud

dal^m Pasal 9 ayat (3) huruf b depat dilakukan setclah

m€rdapatl€n kcputusan RUPS.

klsksanean penamtaton modal Persqoan

sebagainana dimaksud pada ayat (1) hsrus

mendapatkan persetujuen DPRD sesuai dengan

ketentuan dan Ferahrran Fenmdang-mdanBan.

Perseroan dapat mcnjual salnm kepada pihak swasta,

pcrorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian

terbesar saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten minimal 51 % 0funa puluh satu persen) dari

total nilai saham.

Fenjualen saham s€bagEimsna dirnaksud pada ayat (a)

harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasd 11

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan

Komisaris guna menyetujui keputuoan

RUPS scbagahana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (2)

untukjangfu waktu paling lalxta 1 (satu) tahun.

Penyerahan kewenangan dimaksud pada

ayat (1) sewalfir-walfir dapat ditarik kembeli oleh

RUPS.

Pasal 12

(f) Saham Persercan dikeluarkan atas nama penililmya"

(2) Fersyaratan kepernilikan saham dapat ditetapkan dalam

Angggran Dasar dengan memperhatikan persryaratan

yang ditetapkan sesuai dengan ketcntum Peratutran

Fcrundang-undangan.
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(3) Dalam hal persyaratan lcepemilikan safnm sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tilak
dipenuhi, pihak yang memlrroleh kepernifkan saham

tcrsebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang

saham dan saham tersebut tidak diperfdtunglen dalam

kuorum Jrang harus dicapai sesuai dengan ketrntuan

dan Feraturan Perundang-undangan yang berlalu

dan/atau Anggaran Dasar.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Oryan Perseroan terdiri dari:

a. RUPS.

b. Dewan Komisaris; dan

c- Direksi.

Pasal 14

Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Belaku

pemegang saham Pereeroan di da.lam RUPS.

Bupati dapat mernberikan kuasa deargan hak substifirsi

kepada perorangan atau badan hukum tmtuk

rncwakilinya ;elam RUPS.

Pihak Fenerima Kr.usa sebagaimana dimat<sud pada

ayat (2) wajib tcrlebih dshulu mendapat persetujuan

Bupati rmhrk m€ngBmbil keputusan dplarn RUPS,

mengenai :

a. perubahan jumlah modal;

b. perubehan Angaran Dasar;

c. rencarla penggunaan laba;

d. penggebugan, peleburan, pcngambilalihsn,

pemisahan dan pernbubaran Fcraeroan;

e. investasi dan pembiayaan (pinjaman) jangka

parfang;

(1)

l2l

(3)
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pengalihan aktiva;

kerjasama Pcrscnoan dengan Pernerintah Kabupatrn;

dsn

h. pembentukan anak perusahaan.

(4) Tata tertib pcnldengaraan RUPSI sebagaimana

dimaksud peda ayat (S) dilaksanakan sesuai dengan

ketenhran dan Peraturan Perundang- rmdangan yang

berlaku dan ditctapkan dalqrn Anggar€n lasar.
(5) Dal8m forum RUpS, pemegang saham berhak

memperoleh ketcrangan yang berkaitafl denSan

Ferseman dari Direk8i dan/atau Dewan Komisaris,

scpanjang berhubungan dengan materi acara rapat

dan tidak bertentangan dengan kepentingan Pemcroan.

{6) RUPft Miridari:
a. RUPS tahunan; dan

b. RUPSI lainnya,

(4 RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.

(8) RLTPSI tahunan wqiib diadakan dqlam waktu paling

lambat 6 (enam) bulan setehh tahun buku bcrakhir.

(9) RUPfi lainnya dapat diadaf<an scwaktu-wslrtu

bcrdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Ferseman.

(1O) Fendeaggaraan RUPS dapat dilakulon ataB

permintaan Direksi atau Dewan Komisaris yang

didahului dengan 6rrat pangilan RUI6.
(fU Fenyeleflgaraan RUPSI yang dileL.arraLqn atas

permintaan Direksi atau Dewan l(omisaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (n sesuai dengan ketEntuan dan

Feraturan Penmdang-undangan yang berlaku dan

ditetapkan dalam Anggaran Dasar,

(f2) Rt PS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

f.

c.
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Pasal l5

(U Dewan Komiseris sebagaimana dimaksud dafam Passl

13 huruf b melakukan pengawasan atas kcbijakan

kepcngurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

baik mengenai Ferscroart maupun usaha Perscroan

dan memberi nasehat kopada Direksi.

(2) Pengawasan dan p€mbcrian nasehat sebagaimana

dimakud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingsn

Perscrcan dan sesuai dengan makaud dan tujuan

Ferseroan-

(3| Calon anggota Dcwan Komisaris harus memenuhi

persyaretan:

a. mampu mel,aksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;

c. mernahami manajemen peruBahaan;

d. memiliki pengetahuan 5rang memadai di bidang

usaha Perseroan;

e. menyediekan waktu yang

melaksanakan tugasnya;

cukup untuk

f. tidak pemah terlibat dalsm Buatu kegiatan

perusahaan manapun yang dinyatakan paili! dan

g. sya.rat-syarat lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan,

[4) Dewan Komisaris Ferseroan t€rdiri dari :

a^ seorang Komisaris Utama; dan

b. 2 (dua) orang Komharis yang tcrdapat diantaranya

adelah t€naga alrli profeeional, bertindak tidak

sendiri-sendiri, melainkan hrdasa*an keputusan

Dewan lfumisaris,

(5) Anggota Komisaris disngkat untuk jangka walfit paling

lama 4 (empatl tahrm darr dapet diangkat kembali rmtuk
I (satu) kali masa jabatan.
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(1)

(21

Pasal f6

Pcngangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui

mekanione uji kelayakan dan kepatutan.

Uji kelayskan dan k€patutan sebagaimana ditnpksud

pada ayat (t) dilakukan oleh Tim Seleksi Itumisaris dan

Dir€ksi Ferscro Daefah yang tcrdai dari :

a. unsuf Femefintah lGbupaten;

b. unsurDPRD; dan

c. unsur profesimml dan/atau Perguruan Tlngi.
Calon Ifumisaris yang telah dinyatakan hrlus qii

kelayakan dan kepatutsn wqiib menandatsngani

kontrak manqiemen dan pakta intcgritas sebehrm

pengEnskatannya sebagai l{omisaris.

Sebelum Komimris melaksanalen hrgasnyq

yang bersarAlutan terlebih dahulu dilakukan

pelantikan dan penganbilan sunpah oleh Bupati yang

bertindak selsku RUPS sesuai dengan ketcnhran

Peraturan Perundang-undanAan.

Ictentuan mengenai proscdur dan persyaratan

penggngkatan, penganfar\ pembedrentian, hrgBs dan

wecrcnang Dewan l(omisaris diatu tr.larrr ang8aran

dasar sesuai dengan keGntuan Feraturan

Penmdang-undangan.

Pagal 17

(f) Angggta Dewen Komisaris sebelum masa jabatannya

berakhir atau pada aasa jabatannya, dapat

diberhentikan dari jabatannya berdasarkan lcputusan
RUPS.

(2) Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

pertimbangan obyektif, antara l,ain :

a. permintaan sendiri dilenglapi dengan pengajuan

Becara tertrris;

(3)

(4)

(s)
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b. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan

berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
dipidana penjara karena terbukti melakukan

perbuatan pidana yang telsh berkekuatan hukuE
tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5

(lima) tahun.

Pasal 18

Direksi menjalankan pengurusan Perseroalr untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurus,rn

sebagaimana dimaksud pada ayat (U sesuai dengan

kebliakan yang dipandang tepat dalam batas yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Calon Direksi Perseroan harus memenuhi syarat :

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;

c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampual yang

memadai dalam bidang usaha Perseroan;

d. memiliki kompentensi manajemen perusahaan;

e. tidak menjabat jabatan struldural dan fungsional

pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat darl

Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;

f. tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan

perusahaan manapun yang dinyatakan pailiq dan

g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Direksi Perseroan terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan

b. 2 (dua) orang Direktur.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki

tugas, fungsi dan kewenangan untuk hal tertentu

berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan

ketf ntuan Peraturan Perundalg-undangan.

(1)

(21

(3)

(41

(s)
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(6) Masa jabatan angota Direksi ditetapkan untuk jangka

waktu 5 0im8) tahrm dan dapat diangkat kembali untuk
I (satu) kali masa jabatan.

Pasal f9

(t) nengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme uji
kelayeLan dan kepatutan.

(2) Uji kelayakan dafl kepatutan sebaggimana dimaksud

dalsm ayat (U dilakukan oleh Tim Seleksi Itumisaris dan

Direksi Ferscroan Daerah yang terdiri atas ;

a. unsur Pemerintah IGbupaten;

b. uflsurDPRD; dan

c. unsur profesional dan/atau Peryuruan Tingi.
(3) Calon Direksi yang tclah dinyatakan h:lus qii kelaya*an

dsn kepatutan wajib menandatangani kontrat
manqiemen dan paka int€gritas sebelum

peagngtatannya sebagai Dfu€ksi.

(a) Sebchrm Direksi melaksanakan tugasnya, terlebih

dahulu dilakukan pclantiLan dan pengambilan mrmpah

oleh Bupeti yang bertinclak selaku RUPS atau pemegary

saham mayoritas dalam RUPS menurut ketcntuan

Peraturan Perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengpnai proscdur dan persyafatstr

penggantian, nrgaB dan

wewenang Dir€ksi diatur dalam Anggaran Dasar scsuai

dengan ketentuan dan Fcraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Anggota Dircksi sebclum masa jabatannya bcrakhir,

sewaktu-waldu dapat diberhentikan dari jabatannya

berdasarkan Keputussn RUPf t.

Pemberhentian Dircksi acbageimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyeldif,

meliputi :

(1)

(21
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b.

c,

permintaan sendiri dilcntkapi dengan pengqiuan

secara tertulis;

tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan

berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau
dipidana penjara karena terbukti melakukan

perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum

tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5
(Iirna) tshun.

BAB VIU

TARYAWAN PERSEROAN

Pasal 21

(1) Karyawan Ferscroan diangkat dan diberhentikan oletr

Direksi, khususnya jabetan (epala Divisi dan jabatan

Manage! setel,ah mendapet pertimbangan Dewafl

Komisaris 86uai dengan ketentuan Peraturan

Ferundang-undangan.

(2) Hak dan keweiibqn karyawan Perseroan diatur olch

Direksi dengan persctujuan Dewan Komisaris sesuai

dengan ketenhEn Feraturan Perundang-undangan.

BAB D(

TATA KEI.oI,A PERUSAHAAN YANG BAtr'

Paaal22

Ferseroan di dalam kegiatan usahanya harus

memalnmi dan melaksanakan Homan Tata Kelola.

Peraeroal yang baik dan menjunjung tinggi norma :

etika;

sosial budaya; dan

a8ama.

harus memahami dan meLaksaaakan Homan
Perilaku krcercan dalam kehidupan sehari-hari.

(1)

l2t
a.

b.

c,

18



(3) Kedua @oman sebagaimana dtnaksud pada ayat (U

dan ayat (2), harus disosiafisasikan kepada segarap

pegas,ai t€rmasuk Direksi.

BAB X

RENCANA KER.'4, IAPORAN TAHUNAN,

DAN PENGGUNAAN IABA

Baaisn Kesatu

Rencana lGrja

Pasal 23

(f ) Direksi Persermn menyu$m :

a. RJP 5 (liEa) tahunan; darr

b. RKAP.

(2) Fenyu$man RIGP sebagaimana dirnetsud peda ayat

(U huruf b disusrm berdasarkan R"rP 5 flima) tahunan

dan Anggaran Dasar seb€lum dimulainya tahun buku.

(3) Fenyusunan R.rP 5 0irna) tahunan dan RI(AP tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U diajufGn oleh

Dircki dan disampaikan kepada Dervan Komisaris

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun Angaran
berakhir.

(a) Tqhun buku Perecroan adalah tahun takwim.

(5) Anggaran Dasar sebegaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapat persctujuan DsE'an Ifumisaris atau

RUPS denaan tedebih dahulu ditelaah dewan Komisaris,

kecuati ditentu&an lain dalam Peraturan

Penmdang-undangan.

(6) Fengesahan R.rP dan RKAP sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum tahun buku beraklai.

PaBaI 24

(U Dalart hal DirekBi tidak men5ampaikan RKAP

scbagaimana dimaksud delern pasgl 23 ayat (2), RKAP

yang tahun lalu masih diangap bcdaku.

19



(1)

l2l

(2) Dalam hal RKAP belum memperoleh persetujuan dan

pengesahan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran

Dasar atau Peraturan Perundang-undalgan, RKAP

tahun yang lalu berlaku juga bagi Perseroan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 25

Direksi menyampeikan Laporan Tahunan kepada RUPS

setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dafam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku

Perseroan berakhir.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pa.ling sedikit memuat :

a. I-aporan Keuangan atas Reali8asi Anggaran meliputi:

1. L,aporan Posisi Keuangan (Neraca);

2. Laporan Laba Rugi;

3. Laporan Arus Kas; dan

4. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana.

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; dan

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sel,ama tahrm

buku yalg baru Lampau;

Le.poran Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hr:ruf a disusm berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca.ra penyusunan,

pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan

dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dan Peratr.fan Perundang-undangan.

(3)

(4)

70



Bagian Ketiga

Fengunaan Laba

Pasal 26

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah t€rtcntu dari laba

bersih sctiap tahun buku unhrk cadangan.

(2) Kewqiiben penyisihan r:ntuk cadangan scb€Aaimana

dimaksud pada ayat (1) bcrlaku apabila Ferseroan

mempunyai saldo laba yang poeitif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana aimatsud peda

ayat (f) dilakukan sampei cedangan mencapei paling

sedika 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang

ditempatkan dsrr disetor.

F) Cadsngan sebagaimana dirnaksud pada ayet (1) yang

belum mcncapa.i junlah sebagaimana dimaksud pada

eyat (3) hsnya boleh dipergrmakan rmtuk menutuP

kenrgian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 27

(1) L*ba bersih stclatr dipotorg pejak wajib rmhrk

disahkan oleh RLJPSI.

(2, Fembagian taba bersih scbegaimana dimaksud pada

ayat (U ditetapkan antara lain :

a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 45 % (enam

puluh persen);

b. cadangan umum, sebesar 2O % (sepuluh persen);

c. cadangan tr{uan, sebesa! 20 % {dua puluh persen};

d. dana lcsejahtcraan, scbcsar f0 % fiima persea); dan

e. jasa produksi, sebesar 5 % (lima persen).

(3) krubahan pembagian laba bersih sebagaimana

dimaksud pada eyat (2) ditetapkan melalui RUPS dsn

dicantun*an dalam Angaran Dasar.

(a) Laba bersih yang uenjadi bagian Pemerintah l(abupaEr
pendapatan aBli daerah dan seluruhnya

disctor ke kas daerah, dilaksanakan pafing lambat 1

(satu) bulan setclsh RLrP{i dilsksanakan.
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BAB 
'(ISATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,

DAN KOMITE IAIN

Bagian Kesatu

Saruan Pengawas Inem
Pasd 28

(1) Pada sctiap BUMD dibentuh Satuan Pengawas Intern

(SPl) yang meruIrakan aparst pengawas intema.l

perueahaan daerah,

(2) Satuan Pengawas Intem sebagaimana dimaksud dala$

ayat (f) dipimpin oleh seorang kepala yang

bertangung jawab kepada dir€ktlrr utama.

Pasat 29

Atas permintaan tertulis Dewan Komisarie, Direksi

memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil

pelaksanaan tuga8 Satuan Pengawas Intern.

Pasal 30

Dir€ksi wejib memlrrhatikan dan segera melalrukan

tindakan yang diperlukan atas segala sesuatu yang

dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemcriksaan yang

dibuat oleh Sstuan Pengawas Intem.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite lain
Pasal 31

(l) Dewsn Ifumiseris Perseroan wajib membentuk komirc

audit yang bckcrja secera kolekif dan berfungsi

membantu Dewan Ifumisaris dalam melaksanakan

tugaBnya.
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(21

(3)

Komitc audit sebagaimana .timaksud dalam ayat (f)
dipimpin oleh scorang ketua yang bertangung jawab

kepada Dewan Komi8aris.

Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Denan l(omisaris dapat mernbentuk komite lain
yang ditctapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah

sebagni pcmilik modal mayoritas BUMD berbentuk

Ferseroan Terbatae (PI).

Ictentuan lebih lanjut mengenai komitc audit dan

komite lain eebagairnana dimaksud pada ayat (l), ayat

(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB)(II

PEMIAIAN TINGTAT KESEIIATAN, RFSTRUKTURISASI,

PRIVAfiSASI

BaAian Kesatu

Restruldurisasi

Pasal 32

Perseroan dapa.t melakukal Reatruldurisasi, dengsn

makaud untuk menyehatkan perusahaan secara

efisien, transpa.ran, dan professional;

Tujuan Rcstn:lrturisasi sebagaimana dinaksud pada

ayat (1) adalah untulc

a. mcningkatkan kinerja dan nil,ai perusahaan;

b. membcrilcn manfaat berupa dividen dan pajak

kepada negara;

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga

yang kompetitif kepada konsumen; dan

d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

klaksanaafl Restrulrturisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) tetap dengan memperhatikan asas biaya

dan manfaat yanS diperoleh.

(4)

(1)

(2t

(3)
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Pasal 33

Restrukturisasi meliputi:

a. R6truldurisaai scktoral yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan kebijakan scktor dan/atau

Feraturan Perundang-undangan;

b. RestruLhrrisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:

1. peningkatar int€nsitas pcrsaingan usaha, terutama

di scktor-se*tor yang t€rdapet monolrcli, baik yang

diregulaei maupun monoPoli Flernioh;

2. pcnatean hubungan fungsional antara Pemerintah

Pusat, Femerintah Provinsi dan Pemerinta}

Kabupaten selaku rcgulator dan BUMD sebagai

badan usaha pedu menata hubungan fur4sional

dalam pcnerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMD

yang baik dan menetapkan arah dalam rangka

pelakeanaan kcwajiban Pelayanan Publi{ dan

3. Restruldurisasi internal yang mencalmp :

a. keuangan;

b organisasi/manajemcn;

c. operasional;

d. system; dan

e. proeedur.

Bagian Kedua

Privatisasi

Pasal 34

(1) Privatisasidimakeudkan unhrk:

a. mempcrluas kepemitikan masryarakat atas

Perscroan;

b. meningfutkan efisiensi

Pers€roan;

dan produktivitas

c. menciptakan stnrkhrr keuangan dan manajemen

keuangan Perseroan yang baik/kuat;

d. menciptakan stmthrr industri yang sehat dan

kompetitif;



a,

b.

c.

d.

e.

e. menciptakan Ferseroan yang berdaya saing dan

berorientasi global; dan

f. menumbutrkan iklim usaha, ekonomi malro, dan

kapasitas pasar.

(2) Privatisasi bcrtujuan :

a. untuk meninglatkan kinerja;

b. untuk meningkatkan nil,Bi tambah perusahaan; dan

c. meninglBtkan p€ran serta masyarakat dalam

pemilikan saham Perseroan.

Pasal 35

Pricatisasi dilekulen dengan memperhatikan :

prinsip tancparansi;

kemandirian;

akuntabilitas;

pertanggungiawabaq dan

kewajaran.

Paaal 36

Perseroan yang dapat diprivatisaei paling aedikit

memenuhi kriteria :

a. indu8tri/seldor usah"anya kompetitif; atau

b. industri/sektor usaha yang unsur teknologinya

cepat bcrubah.

Scbagiai aaa€t atau kegiatan dari Perseman yang

melaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/atau

yang berdasarkan Peraturan Penrndang-undangan

kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN

dan/atau BUMD, dapat dipisahkan untuk dijadikan

penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk

selsnjutnya apabil,a diperlukan dapat diprivatisasi.

(1)

(21
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Pasal 37

Perseroan yang tidak dapat diprivatisasi adalah :

a. Perscroatr yarlg bidang usahanya berdasarkarr

Peraturan Perundang-undangan hanya boleh dikelola

oleh BTIMN dan/atau BUMD;

b. Ferseroan yang bergerak di seldor uaaha yang berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan negara;

c. Perseroan yang bergerak di sektor tfrtcnfu yang oleh

Femerintah Kabupaten diberikan tugas khusus untuk
melakukan kegiatan tertentu ya-ng berkaitan dengan

kepentingaa masyarakat; dan

d. Perseroan yang bergerak di bidang usaha sumber daya

alam yang sscara tegas berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 38

Privatisasi dilakukan dengan cara:

a. pEnjrEle'r sdham berdasarkan ketentuan pasar modal;

b. penjualan Eaham langsung kcpada investor; dan

c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau
karyawan yang b€rsangkutan.

Pasal 39

Untuk mcmbahas dan memutuskan kebiiakan tentang

privatisasi perusahaan s€hubungan dengan kebliakan

lintas sektoral, Femerintah l(abupaten memhntuk
suatu komite Privatisasi Ferseroan sebagai wadah

koordinasi.

Tugas Komite Privatisasi Perseroen meliputi:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum

dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;

b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memperlanca.r prose8 privatisasi; dsn

(u

(2t
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(3)

(4)

c. membahas dan memberikan jalan keluar atas

permasalalEn strategis yang timbul dalam proses

privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan

kebiiakan sektoral Pemerintah Pusat, Femerintah

hovinsi, dan/atau Femerintah KabuPaten.

Komite Privatisasi Perscroan dalam mel,aksanakan

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) daPat

mengundang, memina masukan dan/atau bantuan

inst€n$i/lembagB Femerintah Kabupatcn atau pihak

lain yang dipandang perlu.

Ket€ntuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi

Pers€man diatur dalam Peraturen Bupati.

BAB)(Itr

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENCAMBII.AUHAN, DAN

PEMISAHAN

Pasd 40

Fengnbunggn, peleburan, pengambilslftan, dan

pemisalun Ferseroan ditetspkan oleh RUPS.

Ketenhran dan tata cara pcnggabungan' peleburan,

pengambilslihan dan pemisahan Ferseroan sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) dituangkan dalam Arggaran

Dasar dan dilakeanaean sesuai dcngan kctentuan dan

Feraturan Perundang-undangan.

BAB XW

PEMERIKSAAN'IERIIADAP PERSEROAN

Pasal4l

(1) FemerilGaan terhadap PerBeroan dapat dil,akukatl

den8an hrjuafl rmtuk mendapat*an data etau

keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

a. Persercan melakukan perbuatan melawan hukum

yang meruEikan pcmegang saham atau Pihak lfttiga;

atau

(1)

l2l
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(21

(3)

(4)

b. anspta Dk€ksi atau Dewan lfumisaris melakukan

perbust n melawan hukum yang merugilqn

Ferseroan atau pemcgang saham atau Pihak I(etiSa.

Sctiap anggota Dtreksi, anggota Dewan Komisaris, dan

eemrre karyawan krseroan wajib mcmbcrikan segafa

keterangpn yang dipcrlulGn rmnrk pelaksanaan

pemeriksaan.

Fermohonan unfirk mendapatkan data atau keterangan

tentang Ferscroan atau pcrmohonan perneriksaan untuk

mendapatkan data atau tctcrangen tersebut harus

didasarkan atas a.lasan yang wejar dsn itiled baik.

Ketenfiran yang mcngatur t€ntang Prosedur dan

persyaratan pelaksanaan pemeriksaan Pcr€eroan

dilrkearrake4 sesuai dengan ketentuan dafl Peratufan

Ferundang-undangan.

BAB XV

PEMBTJBARAN DAN UKI'IDASI PERSEROAN

Pasal 42

(1) Fembubaran Ferscroen dapat rcrjadi :

a. akibat b€rakhimya jangka qtaktu mUnya
Perseroan yang dit€tapkan dalam anggaran dasa4

b. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan
pengadilan niaga yang telah memplmyai kekuatan

hukum tBtap;

c. kalene harta Filit Ferseroan yang telah dinyatakan

paitit bcrada dalam lcadaan insolvensi; atau

d. lGr€na dicabutnya izin usaha Fer8croan dan/atau

Hasarkan penetapan pengadilarl

(2) Fembuberan Ferseroan ditetapkan dalam lGputusan

RUPS dengan p€rsetujuan DPIID.
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(3)

(4)

Dalam hal te{adi pembubaran Perseroan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdampak pada Perseroan

tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuati

diperlukan untuk membereskan semua urusan

Perseroan dalam rangka likuidasi.

Prosedur pembubaran Perseroan dan proses likuidasi,

dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan

berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 43

('l) Sanksi adminstratif berupa tuntutan ganti kerugian

diberlakukan kepada semua kaqrawan Perseroan,

termasuk Direksi yang bertugas ataupurr tidak

bertugas melakukan penyimpanan :

a. Uang;

b. Sr.uat berharga; dan

c. Barang persediaan,

Yang secara langsung atau tidak langsung telah

menimbulkan kerugian bagi Peseroan.

(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan atau sanksi

terhadap Pegawai Pemerintah Kabupaten yang di

tugaskan di Peseroan, berlaku sepenuhnya terhadap

peraturan Perseroan, yang dalam peLaksanaannya

diatur tersendiri oleh direksi.

(3) Semua Perseroan yang dibebani tugas

menyimlmn, membayar dan menyerahkan uarrg dan

surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di

dalam gedung atau tempat penyimpanan Srang khusus

dipergunakan untuk keperluan itu, wajib memberikan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugasnya kepada

Direksi atau pejabat yang di tunjuk oleh Direksi.
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(4) IGryawan Perseroan eebagairnana dimaksud pa.da ayat

(3) bertangguflg jawab atas kckurangan

perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi

dalam pengurusannya, kecuali apabila bebas dari

kesalahan a.tau kelalaian atas kekurangan

perbendabsxaan tersebut.

(5) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (a) dapat membuktikan dirinya bebas dari

kesalaban/kclalaian, Direksi dengan Persetujuan

De$an Komiearis membuat Surat lGputusan

Fenghapusan Kekumngan Perbendaharean Uang dan

atau barang Perscroan.

(6) Surat Keputusan scbagaimana dimak$ud pada ayat (5)

baru dapat dilaksanaf<an setelah memperoleh

pengesahan RUPS.

O) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak dapat membultikan bahwa dirinya

bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapet

melakutan tindakan berupa pemberhentian sementara

sesuai dengan kctenhran yang berlaku bagi karyawan

Perserosn.

BAB XI./I

TETENTUAN PERAUHAN

Pasal 44

Dalam hal terjadi adanya pcristiwa yang melibatkan

karyawan dan Dircksi psda Pers€roan yang belum

mcmiliki peraturan intcmal, prosea hukucmya

diberlakukan berpcdoman sesuai dengan Peraturan dan

Ferundang-undangan.

Dalam penyu man dan pembuatan lrctentuan inttmsl
scbagaimana dimaksud pada ryat (1) dapat bekerjasama

denggn konsultan yang memiliki kompetmsi

dibidangnya-

(U

l2l
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BAB XVII

TETENTUAN PENUTUP

PaBaI 45

Ferahrran Daerah ini mulai berlaku pada tangal
diundangkan"

Agar *tiap omng dapat mengetahuirrya, meherintshken

pengundangan Perattrran Daerah ini dengan penempotannya

dslam kmbaran Dacrah lkbupaten Musi RawB6.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tansl..O &flcrartuat aoU

RAWAS,

DiEtapkan di Muara E€tti
pada tarr&alll 9doulb{t }ol9

SEKRETARIS DAERAH

LEMB/{R DAEMH I(ABUPATET'I MUSI RAWAS TAHUNS NOMOR 

'OI9

NOREG PERATURAN DAERAH KABI,'PATEN MUSI RAWAS PROVINSI

suuArERA sEraTAN ( 5-ros/20r9)

PRISKODESI
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